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ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahic batin antara scorang wanita dengan seorang pria sebagal suami isieri I
denzan tujouan wntuk membentok keluarza vang bahagin dan kekal berdasarkan Kelohanzn Yang Maha
Esi Wamun dilam kenyataannya yang enedi pada masyarakat modemizast belakangan ini sering
terjadinya pelanggaran dalam sebuabh perkawinan, tindakan ini ada yang dilakukan oleh pegawin
Encalamn erkaswinan dan ada juga yang dilakukan oleh seorang swami kepsda isterinya ving berupa

kerasan dalam rumah fangga. Bagl sipelaku tindakan ini akan diberikan sanksi pidana bagi setiap
{ pelungeamya dan zdupuln yang berakibat terjadinyn perceraian. Yang menjadi permasalahon dalam
i penelitian i mlah bentuk-bentuk pelanuparen perkawinan, faktor-fokior yang mempengaruhi terjadinya

pelanggaran perkawinan, lndak Lkanpu dari ﬂkiﬁm lerjadinve pelangraran perkiowingn. Untuk menjawab
U permasalaban diatas penulizs menggunakan metode penelitian normalf, vang spesilikast penelitannya
| dalam ruang lingkup deskripif, sumber datausya berasal dari baban bukuin pomer, balan hekum
sekunder dan bahan ﬁukum tersier. Tekhnik pengumpulan datanva vang dipekni falh studi kepustakaan
dan data vang diperolel dionabisis secara kaalitanf Yang dapal dismbil dani penelitian ine ialsh bentuk
pelanpgearan perkawinan ini ada dua omacam: pertame ditggukan kepade mempelan yang Gdak
memberitahukan kehendaknya untuk kawin kepada pegawai pescatal, kedua ditujukan kepada pegawai
yvang lulai dalam memeriksa akiz nikah. Fakior vang dapar menyebabkan regadinva pelagearan
E-:rkavrinan izlah tfidak terwojudnya tujuan dari perkawinan untuk mencipiakan romal tanges yvang
ahinzia dun kiekul vang dapat menimbulkan terjadinya kekerazan dalam rumah tangga, seotang suami
ving henduk beristert lebih dun seorang momun dia udek memberitabuken kehendaknyva secara tenulis
epada pengadilan, karens perkawinan vang dilskukan oleh kedua mempelan udak dibadapan pegawai
Emauam%an: kirenn kesalalan dari mcmp-:fti vang, tidak memberiahukan kBehendaknya uumkp ﬁ:win
cepada pcgawnidp-:m:atMan, pegawai pencatatan vang lalai dalam memeriksa akia nikah, Tindak bamjoc
dum akibat ferjadinya pelangearan perkawinan adalah: perama mengarah kepada lerjodinya perceralan
seperti terjadingn kekerasan dalam rumah tangga vang merusak mjuin px':Eu.winun. kuc[l:lil mengarish
kepada sanksi pidana seperti mempelai vang tulak memberiahukan kehendaknya umok kawin kepada
pegawai pencatat yang diberi sanksi herupa denda setingpi-tingeinya denda sebesar Ry, 7.500,- dan hagi
peaawal pencadat yvangz lalai dalam melakukan tugasnya diberikan sanksi pidana berupa hukuman denda |
sepingaei-tingoinya Bp 7300 - dan hukoman kurunean selamae-lomanya 5 balan. |
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modernisasi sepertl saat sckarang ind sudah Gdak asing lagi
tegadinya pelanggaran dalam perkawinan. Biasanya hal-hal yanp berhubungan
dengan perkawinan diselesaikan pada Pengadilan Apama, tetapi berbeda halnya
dengan pelanggaran vang terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 disclesaikan pada Pengadilan Negeri.

Pelanggaran dalam perkawinan sebagaimana yvang diatur dalam Peraturan
Permerintah Nomor 9 tahun 1975 memiliki sanksi pidana. Namun demikian masih
banyak angpota masyarakal vang melanggamya, vang berusaha menghindar dan
sistem dan cara penpaturan pelaksanaan perkawinan menunit Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 yvang cendrung birokratis dan berbelit-belit serta lama
PENEUIUSANNYa.

Dalam ilmu hukum cara seperti ite dikenal dengan istilah “penyeludupan
hukum™, wvaitu suatu cara menghindart din dari persyaratan hukum yang
ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yvang berlaku dengan tujuan
pembuatan bersangkutan, dapat menghindarkan svatu debat hukum yang tidak
dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum vang dikehendaki.
Biasanya pelanggaran ini lebih cendrung dilakukan secara diam-diam olch para

pihak yang tidak mentaati Undang—Undang, schingga pibak vang merasa

" ldris Ramulvo, Hukum Perkawinan Hukam Keewarlsan, Hukam Acara Peraditon Agama dan
Sinkger, Simar Grafindo, Jakaria, 1995, him 1.



dirupikan dapat mengpugat ke Pengadilan karena dia merasa tidak senang dengan
perbuatan vang dilakukan oleh orang yang merugikannya. Kemudian dilakukanlah
penyidikan terhadap kasus tersebul. apabila dia terbukli bersalah maka Penpadilan
akan menjatubkan hukuman berupa sanksi dituangkan dalam pasal 45 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Andaikata ditelusuri eksistensinya secara [uas dan mendalam, serta
direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan nepara, baik
secasa sosiologis, psikologls maupun yuridis dengan segala akibal hukum dan
kosckuensinya, tentulah sangat luas objek vang ditimbulkan sanpat besar
pengaruhnya terhadap kelangsungan lembaga perkawinan, Iika tidak ada tindakan

hukum terhadap pelanpggaran perkawinan, tentu akan merusak tujuan perkawinan

1

"
Undang-Undang Nomor | tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sebagai
Undang-lIndang perkawinan Nasional bermaksud;
1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Menpadakan unifikasi dalam bidang hukum  perkawinan  lanpa
menghilangkan kebhinnekaan yang masih harus dipertahankan karena
masih berlakunya hukum perdata posiil yang beraneka magam dalam
masyarakat

3. Mepampung didalamnya unsur-unsur dan ketepluan-ketentuan hukum

agama.”

~ fbid, him. 42
“ri Widovati Wiratmo Soekito, Amsk don Wanita dalam Hubem, Lembaga Penelitian, Pendidikan.
izn Penerangan Ekonomi din Sosial, Jakarta 1983, him 33
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Dalam membina sebuah rumah tangpa, maka laki-laki menjadi kepala
keluarga, Dia mengajari isterinya untuk membentuk scbuah kelwarga vang
sakinah, mawaddah dan warahmah, Mawaddah artinya cinta mencintai antara
sumi isteri yang meliputi pula arti saling memerlukan dalam hubungan sex
sehagai suami isteri. Umumnya hal tersebut sangat diperiukan oleh pasanpan
suanu isterl yang masih muda dan berkurang secara berangsur peranannya pada
orang tua, sungguhpun tidak menjadi habis. Rasa mawaddah ilu ditambah bagi
pasangan vang sudah memjadi tua dengan raza vang saling memerlukan yang
coraknya agak berlaiman. lalu timbul rasa saling santun menyantuni, saling
membela dan saling memerlukan dimasa tua, Perasaan ini disebut dengan sebutan
ralinah.’

Setiap keluarga mendambakan rumah tanpga yang aman dan damai, rumah
tangga vang bahagia dan sejahtern hingga terhindar dari permasalaban yvang dapat
menimbulkan pertengkaran dalam sebuah keluarga, Jika scbuah keluarga wersebuy
tentram dan daman maka tdak akan teadi pelanggaran perkawinan, serta
menghindan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan
dalam rumah tangga ini merupakan dasar tefadinya pelanggaran perkawinan
dalam scbuah keluarga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahapia, aman, tentram dan
damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Nepara Indonesia
adalah Megara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh pasal 29

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tabun 1945, Dengan demikian,

Ravutt Thalib, Mk Kekeliargaan fndonesie, Takarta: Universitas Indonesia. 1986, him 74
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setiap orang dalam lingkup mumah tangga dalam melaksanakan hak dan
kewajibannva harus  didssan oleh apama, Hal i perlu terus  ditumbuh
kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat terganiung
pada setiap orane dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku
dan pengendalian din setiap orang dalam lingkup rumah tangga ferschbut.
Keutuban dan kerukunan rumab tangga dapat terganggu jika kualitas dan
pengendalian dini tidak dapat dikentrol, yang pada akhimya dapal tegadi
kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan
terhadap orang vang berada dalam lingkup rumah tangea terschut,

Dalam  upaya mencegah, melindungi korban dan menindak  pelaku
kckermsan dalam rumah tangga, Mepara dan masvarakat wajib melaksanakan
pencegahan, pedlindungan dan penindakan pelaku  sesuai dengan  falsafah
Pancasila dan Undang-Undang MNegara Republik Indonesia tahun 1945, Negara
berpendapat bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah
tangiza, adalah pelangparan hak asasi manusia dan pelangparan terhadap martabat
zemanusiaan serta hentuk diskriminasi.

Pandangan MNegara tersebul didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang
MNegara Republik Indonesia tabun 1945 beserta perubahannya. Pasal 2RG ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoncsia tahun 1945 menentukan
bahwa setiap orang berhak atas peclindungan din pnbadi, keluarga, kehormatan
dan harta benda yang berada dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman

dan perlindungan dar ancaman ketakulan untuk berbuat atau tidak  berbua



sesuatu vang tidak merupakan hak asasi. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang
Dasar Megara Republik Indonesia tahun 1943 menentukan bahwa scliap orang
berhak mendapat kemudahan dan  perlakvan  khusus  untuk  memperoleh
kesempatan dar manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,

Perkembangan di bawah imi menunjukan bahwa tindak kekerasan secara
fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannva tegjadi
schingga dibutubhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus
kekerasan dalam rumah tangga, Pembaharuan hukum yang berpihak kepada
kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat
diperlukan sechubungan denpan banyaknyva kasus kekernsan terutama kekerasan
dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut sanpat diperlukan karena
Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan
hukum kasyarakat. Oleh karena itu, diperfukan pengaturan tentang tindak pidana
kekerasan dalam rumah tanpga secars tersendin karena mempunyvai kekhasan,
walaupun secara umum di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah
diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu
diben nafkah dan kehidupan.

Megara kifa adalah negara hukam, jadi setiap warga negara Indonesia
harus mentaati setiap peraluran yang dibvat dan ditetapkan, apar terciptanya
kerukunan dalam kehidupan masyvarakat, Begity juga halnya dalam  sistem
kekeluarpaan, setiap kepala keluarga haruslah menjaga keutuhan dalam rumah
tangganya untuk menghindard tegjadinya pelanggaran dalam perkawinan, selain itw

tstripun harus bisa menempatkan dirinya sebagat seorang ibu. Karena perkawinan



itn merupakan hal yang sangat sakral yang dilakukan hanya sekall seumur hidup,
kecuali jika ada beberapa hal yang menyebabkannya hamus menikah lagi
sehagaimana yang diatur dalam Undang-Undanp. Jika segala perbuatan yvang
dilakukan telah sesuai denpan Undanpg-Undang maks tidak akan  terjadi
pelanggaran dalam perkawinan.

Perkawinan menjadi sesuatu hal vang sangat krusial dan pokok dalam
persoalan sosial masyarakat, Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat
dan rukun perkawinan. Syarat dan rukun perkawinan ini telab diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan Nomer | tahun 1974, Adapun salah ssta tujoan
perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang sah dan hal im merupakan
bagian yang asasi dari manusia sebagal makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Namun
dalam hal melaksanakan perkawinan fetap tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan hukum positif vang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-
Undang Momor 1 tahun 1974,

Persoalan vang muncul kemudian adalah masih oada anggota dard
masyarakal  vang  melakukan  pelanpgaran-pelanggaran  terhadap  hukum
perkawinan, Melthat kondisi yang demikian, jelas dan sis1 hukum letap
mempunyai sanksi bagl setiap masvarakal yang melakukan pelanggaran terhadap
hukem, Maka oleh karena it penulis ingin membahasaya lebib detail lagi dalam
suatu bentuk penelitian ilmiah dan mewsjudkan dalam bentek skripsi dengan
judul *“TINJAUAN YURIMS TENTANG PELANGGARAN PERKAWINAN

DAN SANKSI HUKUMNYA",



BAB III

PEMBAHASAN

A.  Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perkawinan
Pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 memuat ancaman
pidana bagi mempelai dan pegawal pencatat vang melakukan pelanggaran

ketentuan-keteniuan tentang pencatatan.'®

Mempelai diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- apabila ia:

1. Tidak melakukan pemberitahuan untuk kawan.
Hal ini dister dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
dimana bagi setiap orang yang akan melangsungkan  perkawinan
memberitahukan kehendaknya kepada pegawal pencatatan perkawinan, Bapi
orang vang beragama lslam pemberitabuan ini disampaikan kepada Kantor
Uresan Apama, karena berlaku Undang-Undanh Nomor 32 tentang Pencataan
Nikah, Talak, dan Rujuk, Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam
pemberitshuannya  dilakukan kepada Kantor Pencatatan  Sipil setempat.
Pemberitahuan ini ditentukan sepuluh han kega  sebelum  perkawinan
dilangsungkan, Namun ada pengecualian tlerhadap jangka wakiu tersebut
karena sualu alasan vang penting diberikan oleh camat (atas nama) Bupali

Kepala Daerah, "

UL Wantjik Saleh, Hukim Perkevings fndenesiz, yudhistiva, jakara 1976, hlm 21-22
" Amivr Muruddin dan Azhar Akmal Tarizan, koo Perdate Iiam d&f fndonesia | Prenada
Media, Jakarta, 2004 hlm 125
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BARB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

I

Bentuk-bentuk pelanpgaran perkawinan ini dibagi atas dua kelompok:
vang perlama ditwpukan  kepada mempelai, kedoa ditujukan  kepada
pegawal  pencatal,  Yang  ditujukan kepada mempelai seperti tidak
memberitahukan  keinginannya untok kawin atau perkawinan  tidak
dilaksanakan dihadapan pepawai pencatatan, Kekerasan dalam rumah
tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang dapat merusak
tujuan dari perkawinan dan berdampak terjadinva perceraian dalam rumah
tampega  mereka, Dilgjukan Kepada pegawal  pencatat  seperti tidak
melakukan  penclitian,  tidak  memberitahukan  adanva  halangan
perkawinan, tidak  menyelenggarakan  pempumuman atau  tidak
menandalangam  pengumuman, melaksanakan perkawinan sebelum hari
kesepuluh dan pengumuman atau tidak menyiapkan ataw menandatanpani
akta perkawinan atau tidak menvimpan helai pertama, tidak membernkan
helai kedua kepada panitera penpgadilan dan kutipan akia perkawinan
kepada suami dan ister.

Fakior-faktor yang menyebabkan teradinya pelanggaran  perkawinan
adalah tidak ferwujudnya tujuan dan perkawinan untuk menciptakan
rimah tangpa vang bahapia dan kekal yang dapat menyebabkan ferjadinya
kekerasan dalam mumah tangga, seomng suami yanz hendak beristert lebih

dari secrang namun dia tidak memberitahukan kehendaknya secara tertulis

a3



Lid
v

kepada penpadilan, karepa perkawinan yang dilakukan oleh kedua
mempelai  tidibadapan  pegawal  pencatatan, karena  kesalahan  dari
mempelai vanpg tidak memberitahukan kehendaknya untuk kawin kepada
pegawal pencatatan, pegawai pencalalan vang lalai dalam memeriksa akta
nikah.

Tindak lanjut dan akibat (eggadinya pelangparan perkawinan adalah;
pertama mengarah kepada perceralan seperti terjadinys kekerasan dalam
rumah tangga vang terjadi secara terus menerus yang menunjukkan tidak
adalagi keharmonisan dalam rumah tangeas mercka schingga merusak
tujuan dari perkawinan vang akan bermuara pada perceraian. Kedua
mengarah  kepada  sanksi  pidana  seperti  mempelai vang  tidak
memberilahukan  kehendaknya untuk  kawin tersebul kepada  pegawi
pencatatan, akan diberikan sanksi pidana berupa hukwman denda setinggi-
tingeinya Rp 7.300- dan bapi pegawal pencatal vyang lalai dalam
melaksanakan tugasnya akan diberkan hukuman berupa sanksi pidana
selama-lamanya 3 buolan dan membayar denda setinggi-tingginva Rp.

7.500 -

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah  dikemukakan diatas maka penulis

memberikan saran sebaga berikut:

1.

Agar pihak vang akan melangsungkan perkawinan terlebih dabulu barus
memahami  sepala  sesuatu vang  berhubunpan dengan  perkawinan,

mengerti tujuan dan perkawinan agar tereojudnyva schuah romah tangga
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